
BUPATI ACER JAYA

PROVINSI ACER

QANUN KABUPATEN ACER JAYA
NOMOR 16 TARUN 2019

TENTANG

PERUBARAN ATAS QANUN KABUPATEN ACER JAYA NOMOR 6 TARUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESERATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRARIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MARA PENGASIR LAGI MARA PENYAYANG
ATAS RARMAT ALLAH YANG MARA KUASA

BUPATI ACER JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
{Memorandum of Understanding Between The Government of
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan
rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Aceh Jaya dalam pelayanan kesehatan, Pemerintah
Kabupaten melakukan penambahan jenis pelayanan serta
dilakukan penyesuaian tarif retribusi khususnya pada Rumah
Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih terdapat
kekurangan jenis pelayanan dan penyesuaian tarif sesuai
dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun
Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun
Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);






















































































































